SALINAN

BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 20 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR
53 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN

Menimbang

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

a. bahwa pergeseran anggaran dilaksanakan dalam keadaan

tertentu untuk dijadikan dasar dalam pelaksanaan anggaran;

b. bahwa berdasarkan ketentuan angka 7 huruf a, huruf d
Penyusunan Perubahan APBD, huruf g Teknik Penyusunan
APBD Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14
Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026,
Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan
APBD dapat dilakukan sebelum atau sesudah perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), meliputi
pergeseran antar objek dalam jenis yang sama, antar rincian
objek dalam objek yang sama, dan antar sub rincian objek
dalam rincian objek yang sama dilakukan melalui perubahan
Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA
SKPD) pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)
untuk selanjutnya dilakukan perubahan Peraturan Kepala
Daerah tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) dan/atau perubahan Peraturan Kepala Daerah
tentang perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) dan berdasarkan ketentuan Pasal 8
ayat (1) Peraturan Bupati Banjar Nomor 10 Tahun 2022 tentang
Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah  Kabupaten Banjar, berdasarkan persetujuan
pergeseran anggaran oleh pejabat yang berwenang, Bupati
mengubah Peraturan Bupati tentang penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai dasar
pelaksanaan untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan
Daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banjar
Nomor 53 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;



Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);
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Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6523);
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Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan
Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6173);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6522);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6385);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoensia Nomor 6906);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);



27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

-5-

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang
Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1777);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12),
sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun
2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar
Nomor 2);
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35. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Banjar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah
Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2025
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun
2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar
Nomor 4);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2025
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun
2025 Nomor 12);

39. Peraturan Bupati Banjar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata
Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Banjar;

40. Peraturan Bupati Banjar Nomor 53 Tahun 2025 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025
Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Banjar Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2026 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2026 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI BANJAR TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 53 TAHUN 2025
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 53
Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjar
Tahun 2025 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Banjar Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 53 Tahun 2025 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2026
Nomor 10), diubah sebagai berikut:



1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 25 diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

1)

(2)

(3)

(4)

()

(6)

(7)

Pasal 25

Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat (2) direncanakan sebesar
Rp1.105.489.477.340,00 (satu triliun seratus lima miliar
empat ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus
tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah),
terdiri atas:

a. Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara;
b. Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara;
c. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;

d. Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah;

e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan

f. Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah.

Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp608.301.142.371,00 (enam ratus delapan miliar
tiga ratus satu juta seratus empat puluh dua ribu tiga ratus
tujuh puluh satu rupiah).

Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp455.229.742.782,00 (empat ratus lima puluh
lima miliar dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus
empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh dua
rupiah).

Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c¢ direncanakan sebesar
Rp33.623.940.586,00 (tiga puluh tiga miliar enam ratus
dua puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu lima
ratus delapan puluh enam rupiah).

Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rpl1.962.571.601,00 (satu miliar
sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus tujuh
puluh satu ribu enam ratus satu rupiah).

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala
Daerah /Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp852.000.000,00
(delapan ratus lima puluh dua juta rupiah).

Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan nama
Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
direncanakan sebesar Rp5.520.080.000,00 (lima miliar
lima ratus dua puluh juta delapan puluh ribu rupiah).
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2. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6),
ayat (7), ayat (8), ayat (11) dan ayat (12) Pasal 26 diubah,
sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

Pasal 26

Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil
Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2)
direncanakan sebesar Rp608.301.142.371,00 (enam ratus
delapan miliar tiga ratus satu juta seratus empat puluh
dua ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah), terdiri atas:

a. Belanja Gaji Pokok Aparatur Sipil Negara;

b. Belanja Tunjangan Keluarga Aparatur Sipil Negara;
c. Belanja Tunjangan Jabatan Aparatur Sipil Negara;
d

Belanja Tunjangan Fungsional Aparatur Sipil Negara;

®

Belanja Tunjangan Fungsional Umum Aparatur Sipil
Negara;

f. Belanja Tunjangan Beras Aparatur Sipil Negara;

g. Belanja Tunjangan PPh atau Tunjangan Khusus
Aparatur Sipil Negara;

h. Belanja Pembulatan Gaji Aparatur Sipil Negara;

i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Aparatur Sipil
Negara;

j- Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja Aparatur Sipil

Negara; dan
k. Belanja Iuran Jaminan Kematian Aparatur Sipil
Negara.

Belanja Gaji Pokok Aparatur Sipil Negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp429.370.284.270,00 (empat ratus dua puluh sembilan
miliar tiga ratus tujuh puluh juta dua ratus delapan puluh
empat ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).

Belanja Tunjangan Keluarga Aparatur Sipil Negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp37.532.344.436,00 (tiga puluh tujuh miliar lima
ratus tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh empat
ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah).

Belanja Tunjangan Jabatan Aparatur Sipil Negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp6.885.890.000,00 (enam miliar delapan ratus
delapan puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu
rupiah).

Belanja Tunjangan Fungsional Aparatur Sipil Negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan
sebesar 37.340.236.000,00 (tiga puluh tujuh miliar tiga
ratus empat puluh juta dua ratus tiga puluh enam ribu
rupiah).

Belanja Tunjangan Fungsional Umum Aparatur Sipil
Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

direncanakan sebesar Rp3.437.200.000,00 (tiga miliar
empat ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
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Belanja Tunjangan Beras Aparatur Sipil Negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan
sebesar Rp23.150.581.680,00 (dua puluh tiga miliar
seratus lima puluh juta lima ratus delapan puluh satu ribu
enam ratus delapan puluh rupiah).

Belanja Tunjangan PPh atau Tunjangan Khusus Aparatur
Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
direncanakan sebesar Rp24.561.289.296,00 (dua puluh
empat miliar lima ratus enam puluh satu juta dua ratus
delapan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh
enam rupiah).

Belanja Pembulatan Gaji Aparatur Sipil Negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h
direncanakan sebesar Rp16.854.192,00 (enam belas juta
delapan ratus lima puluh empat ribu seratus sembilan
puluh dua rupiah).

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Aparatur Sipil Negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufi direncanakan
sebesar Rp42.190.915.453,00 (empat puluh dua miliar
seratus sembilan puluh juta sembilan ratus lima belas ribu
empat ratus lima puluh tiga rupiah).

Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Aparatur Sipil
Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j
direncanakan sebesar Rp957.206.978,00 (sembilan ratus
lima puluh tujuh juta dua ratus enam ribu sembilan ratus
tujuh puluh delapan rupiah).

Belanja Iuran Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan
sebesar Rp2.858.340.066,00 (dua miliar delapan ratus lima
puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu enam
puluh enam rupiah).

Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 27 diubah,
sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 27

Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3)
direncanakan sebesar Rp455.229.742.782,00 (empat ratus
lima puluh lima miliar dua ratus dua puluh sembilan juta
tujuh ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan
puluh dua rupiah), terdiri atas:

a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja
Aparatur Sipil Negara;

b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas
Aparatur Sipil Negara;

c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja
Aparatur Sipil Negara;

d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan
Profesi Aparatur Sipil Negara; dan

e. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan
Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara.
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Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja
Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp134.541.464.000,00
(seratus tiga puluh empat miliar lima ratus empat puluh
satu juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas
Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp4.783.200.000,00 (empat
miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta dua ratus ribu
rupiah).

Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja
Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c¢ direncanakan sebesar Rp151.523.400.000,00
(seratus lima puluh satu miliar lima ratus dua puluh tiga
juta empat ratus ribu rupiah).

Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi
Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp3.141.000.000,00 (tiga
miliar seratus empat puluh satu juta rupiah).

Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan
Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar
Rp161.240.678.782,00 (seratus enam puluh satu miliar
dua ratus empat puluh juta enam ratus tujuh puluh
delapan ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah).

Ketentuan ayat (2), dan ayat (3) Pasal 31 diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 31

Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat (3) direncanakan sebesar
Rp754.311.071.625,00 (tujuh ratus lima puluh empat
miliar tiga ratus sebelas juta tujuh puluh satu ribu enam
ratus dua puluh lima rupiah), terdiri atas:

a. Belanja Barang;
b. Belanja Jasa;
Belanja Pemeliharaan;
d. Belanja Perjalanan Dinas;

e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan Kepada
Pihak Kegita/Pihak Lain/Masyarakat;

f. Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah
Pendidikan;

g. Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas; dan

h. Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum
Daerah.
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Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a direncanakan sebesar Rp96.996.201.789,00 (sembilan
puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh enam
juta dua ratus satu ribu tujuh ratus delapan puluh
sembilan rupiah).

Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp339.979.051.120,00 (tiga ratus
tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh
sembilan juta lima puluh satu ribu seratus dua puluh
rupiah).

Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ direncanakan sebesar Rp56.301.839.567,00 (lima
puluh enam miliar tiga ratus satu juta delapan ratus tiga
puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah).

Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp58.209.565.784,00 (lima puluh delapan miliar dua ratus
sembilan juta lima ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus
delapan puluh empat rupiah).

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan Kepada
Pihak  Kegita/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar
Rp12.544.998.000,00 (dua belas miliar lima ratus empat
puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh delapan
ribu rupiah).

Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah
Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp45.502.141.450,00 (empat puluh
lima miliar lima ratus dua juta seratus empat puluh satu
ribu empat ratus lima puluh rupiah).

Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Kesehatan
Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
direncanakan sebesar Rp21.341.674.000,00 (dua puluh
satu miliar tiga ratus empat puluh satu juta enam ratus
tujuh puluh empat ribu rupiah).

Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan
sebesar Rp123.435.599.915,00 (seratus dua puluh tiga
miliar empat ratus tiga puluh lima juta lima ratus sembilan
puluh sembilan ribu sembilan ratus lima belas rupiah).

Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 32

Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31
ayat (2) direncanakan sebesar Rp96.996.201.789,00
(sembilan puluh enam miliar sembilan ratus sembilan
puluh enam juta dua ratus satu ribu tujuh ratus delapan
puluh sembilan rupiah), terdiri atas:

a. Belanja Barang Pakai Habis; dan

b. Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria
Kapitalisasi.
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Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp95.022.535.989,00 (sembilan puluh lima miliar dua
puluh dua juta lima ratus tiga puluh lima ribu sembilan
ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria
Kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rpl1.973.665.800,00 (satu miliar
sembilan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam
puluh lima ribu delapan ratus rupiah).

Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 33 diubah,
sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 33

Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat
(3) direncanakan sebesar Rp339.979.051.120,00 (tiga ratus
tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh
sembilan juta lima puluh satu ribu seratus dua puluh
rupiah), terdiri atas:

a. Belanja Jasa Kantor;

b. Belanja Iuran Jaminan atau Asuransi;

c. Belanja Sewa Tanabh;

d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin,;

e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;

f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;

g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;

h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;

[y

Belanja Beasiswa Pendidikan Pegawai Negeri Sipil;

j- Belanja Kursus atau Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan
Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;

k. Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud; dan

l. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Aparatur Sipil
Negara.

Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rpl175.676.746.533,00
(seratus tujuh puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh
enam juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus
tiga puluh tiga rupiah).

Belanja Iuran Jaminan atau Asuransi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp118.154.050.500,00 (seratus delapan belas miliar
seratus lima puluh empat juta lima puluh ribu lima ratus
rupiah).

Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ direncanakan sebesar Rp165.454.400,00 (seratus
enam puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu
empat ratus rupiah).



()

(6)

(7)

(8)

9)

(10)

(11)

(12)

(13)

-13 -

Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp7.005.753.000,00 (tujuh miliar lima juta tujuh ratus
lima puluh tiga ribu rupiah).

Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar
Rp2.170.280.000,00 (dua miliar seratus tujuh puluh juta
dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar
Rp277.100.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta
seratus ribu rupiah).

Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar
Rp11.976.925.687,00 (sebelas miliar sembilan ratus tujuh
puluh enam juta sembilan ratus dua puluh lima ribu enam
ratus delapan puluh tujuh rupiah).

Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar
Rp5.883.833.800,00 (lima miliar delapan ratus delapan
puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu delapan
ratus rupiah).

Belanja Beasiswa Pendidikan Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufi direncanakan
sebesar Rp41.160.000,00 (empat puluh satu juta seratus
enam puluh ribu rupiah).

Belanja Kursus atau Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan
Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar
Rp16.405.086.000,00 (enam belas miliar empat ratus lima
juta delapan puluh enam ribu rupiah).

Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar
Rp96.923.200,00 (sembilan puluh enam juta sembilan
ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah).

Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Aparatur Sipil
Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1
direncanakan sebesar Rp2.125.738.000,00 (dua miliar
seratus dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh delapan
ribu rupiah).

Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Ketentuan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Ketentuan Lampiran V diubah sehingga menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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10. Ketentuan Lampiran VII diubah sehingga menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 10 April 2026

BUPATI BANJAR,
Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 10 April 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

YUDI ANDREA
BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2026 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM
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AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH
NIP. 19870111 200904 1 001



